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Konflik pasangan yang bercerai yang diwarnai tindakan kekerasan dalam
rumah tangga mendominasi di pengadilan agama meski tidak sampai pada
tindakan penghukuman terhadap pelakunya. Hal tersebut karena terbatasnya
kewenangan Pengadilan Agama. Dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974
yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf d PP No. 9 Tahun 1975 ditegaskan
bahwa salah satu pihak yang melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain, dapat menjadi alasan hukum perceraian. Berdasarkan
kategorisasi ini, KDRT hanya menjadi alasan agar terjadi pemutusan ikatan
perkawinan. Atas permasalahan di atas, telah dilakukan penelitian untuk
mengetahui bagaimana penanganan perceraian berlatar belakang KDRT ditinjau
dari hukum formil, materiil dan doktrin/yurisprudensi yang ada. Dan mengapa
penanganan perceraian dengan alasan KDRT di Pengadilan Agama yang ada saat
ini belum memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT dalam perkara
Perceraian dengan Alasan KDRT serta bagaimana langkah strategis Peradilan
Agama dalam optimalisasi penanganan perceraian dengan alasan KDRT sebagai
upaya penghapusan KDRT di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio legal kombinasi antara
metode penelitian hukum doktriner dan metode penelitian hukum empirik maka
yang dilakukan peneliti adalah studi dokumen, yang disertai dengan studi
lapangan. Sumber data diperoleh dari wawancara serta hasil kuesioner yang
diberikan terhadap 33 responden yang merupakan hakim tingkat pertama serta
banding pada lingkungan Peradilan Agama di beberapa kota di Indonesia yaitu
Banjarbaru, Rantau, Tanjung (Kalimantan Selatan), Sukamara (Kalimantan
Tengah), Soreang (Jawa Barat), Andoolo, Jeneponto (Sulawesi Selatan), Klaten
(Jawa Tengah) dan Kotobaru (Sumatera Barat). Bahan hukum primer yang
digunakan semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkut
paut dengan dengan isu kekerasan dalam rumah tangga terutama UU Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 dan peraturan-peraturan
hukum formil dan materiil terkait perceraian dengan alasan KDRT di pengadilan
agama serta ekasaminasi hasil putusan (menggunakan 10 studi kasus) Pemilihan
data pada penelitian ini bersumber pada putusan perceraian yang memiliki
kekuatan hukum tetap didalamnya terdapat KDRT yang dinilai mempunyai nilai
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kaji yang signifikan untuk menjawab rumusan masalah. Putusan yang diambil
secara purposive merupakan putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama serta
Tingkat Banding di Indonesia.

Berdasarkan metode yang digunakan dihasilkan kesimpulan, bahwa
penanganan perceraian dengan alasan KDRT di Pengadilan Agama masih
menimbulkan banyak problematika baik problem regulasi maupun tekhnis.
Selanjutnya langkah strategis penanganan perceraian berlatar belakang KDRT
yang dihasilkan dalam penelitian ini ada empat hal; Pertama, formalisasi
pembebanan nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak kondisi Perceraian dengan
Alasan kdrt secara ex officio. Kedua, formalisasi penerapan prosedur pembuktian
yang lebih sensitif gender pada perkara perceraian dengan alasan KDRT dalam
hukum acara di pengadilan agama. Ketiga, penemuan hukum berbasis magasid
syari’ah (jalur ex officio/hakim progresif) pada putusan perceraian dengan alasan
KDRT. Keempat, penerapan yurisprudensi dalam penanganan perceraian dengan
alasan KDRT dan kelima, Sosialisai dan Penerapan Interkoneksi Sistem Antara
Peradilan Agama dengan Lembaga/ Kementerian terkait berkenaan dengan
Pendampingan bagi Korban KDRT dalam persidangan, rekomendasi rehabilitasi
bagi pelaku KDRT dalam putusan hakim dan Pengawasan pemenuhan
pembebanan pasca perceraian terutama nafkah anak bagi anak korban perceraian.
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ABSTRACT

Martina Purna Nisa: Optimizing The Handling Divorce Cases with the
Background of Domestic Violence (KDRT) in the Religious Courts, under the
guidance of a supervisor I: Prof. Dr. H. Abdul Hafiz Ansari, AZ, M.A. and
guidance of a supervisor Il: Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum at the
Postgraduate program of UIN Antasari Banjarmasin (2022).
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Divorce on the grounds of acts of domestic violence often appears in the
courtroom of religious courts but does not lead to punishment for the perpetrators.
This is due to the limited authority of the Religious Courts. In article 39 paragraph
(2) of Law no. 1 of 1974 which has been described in Article 19 letter d of PP No.
9 of 1975 it is stated that one party who commits atrocities or severe abuse that
endangers the other party can be a legal reason for divorce. Based on this
categorization, domestic violence is only a reason for the termination of marriage
ties. Based on the problems above, research has been carried out to find out how
to handle divorce with a background of domestic violence and in terms of formal,
material law and existing doctrine/jurisprudence. And why the current handling of
divorce on the grounds of domestic violence in the Religious Courts does not
provide legal protection for victims of domestic violence in divorce cases for
reasons of domestic violence and what are the strategic steps of the Religious
Courts in optimizing the handling of divorce on the grounds of domestic violence
as an effort to eliminate domestic violence in Indonesia.

This study uses a socio-legal approach, a combination of doctrinal law
research methods and empirical legal research methods, so that what the
researcher does is a document study, which is accompanied by a field study.
Sources of data were obtained from interviews as well as the results of
questionnaires given to 33 respondents who are judges of the first level and at
appeal level at the Religious Courts in several cities in Indonesia, namely
Banjarbaru, Rantau, Tanjung (South Kalimantan), Sukamara ( Central
Kalimantan), Soreang (West Java), Andoolo, Jeneponto (South Sulawesi), Klaten
(Central Java) and Kotobaru (West Sumatra). The primary legal materials used are
all regulations or laws and regulations related to the issue of domestic violence,
especially the Law on the Elimination of Domestic Violence Number 23 of 2004
and formal and material legal regulations related to divorce on the grounds of
domestic violence and examination. the results of the decision (using 10 case
studies) taken by purposive sample were taken from the First Level Courts and the
Appellate Level in Indonesia.
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Based on the method used, it is concluded that the handling of divorce on
the grounds of domestic violence in the Religious Courts experiences many
problems, both regulatory and technical problems. Furthermore, the strategic steps
for handling divorce due to domestic violence that resulted in this study were four
things; First, the formalization of the imposition of iddah, mut'ah and children's
expenses for divorce for reasons of domestic violence by ex officio. Second, the
formalization of the application of a more gender sensitive evidence procedure in
divorce cases on the grounds of domestic violence in procedural law in religious
courts. Third, legal discovery based on magasid shariah (ex officio
path/progressive judge) in divorce decisions on the grounds of domestic violence.
Fourth, the application of jurisprudence in handling divorce for reasons of
domestic violence and Fifth, Socialization and Application of the Interconnection
System between the Religious Courts and related Institutions/Ministries with
regard to Assistance for Victims of Domestic Violence in the trial,
recommendations for rehabilitation for perpetrators of domestic violence in judge
decisions and Supervision of fulfillment of post-divorce burdens, especially child
support for children who are victims of divorce.
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